KEPALA DESA GUNTURMADU
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA GUNTURMADU NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

simbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan

enyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
fis 'en si, berkeadilan, berkelanjutan,
i5 dan kemandirian sehingga
asan kuat dalam melaksanakan
pembangunan menuju masyarakat

‘f‘ sejahtera,

; pertimbangan sebagaimana

ruf a dan huruf b, perlu menetapkan

ntang Anggaran Pendapatan dan

Anggaran 2022;

r 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

aten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

wara Republik Indonesia Tahun 1950

- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
undangan (Lembaran Negara Republik
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
or 5234),

17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Republik Indonesia Tahun 2003
aran Negara Republik Indonesia

L 2014 tentang Desa (Lembaran
m 2014 Nomor 7, Tambahan
sia Nomor 5495);

"l

2014 tentang Pemerintahan
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

g Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
)yahan Lembaran Negara Republik Indonesia
gaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

a Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

elanja Negara (Lembaran Negara Republik

‘Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
Teknis Peraturan Desa (Berita Negara
Tahun 2014 Nomor 2091);

Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

14 Nomor 2094);
alam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
in Desa (Berita Negara Republik Indonesia

a Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
n 2013 tentang Pedoman Tata Cara
i Desa (Berita Negara Republik
' 1367); sebagaimana telah diubah
embaga Kebijakan Pengadaan
or 22 Tahun 2015 tentang
{epala Lembaga Kebijakan
h Nomor 13 Tahun 2013
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tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desn
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15006);

13. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
260);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republile
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor @ 190/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 6);

18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);

19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);

20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang

an Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah

0sobo Tahun 2015 Nomor 74);

Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang

laan  Keuangan Desa (Berita Daerah

bo Tahun 2018 Nomor 48);

f.omor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran

elanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun

mbaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun

Vonosobo Nomor 47 Tahun 2021 tentang
ran Pendapatan Dan Belanja Daerah
bo Tahun Anggaran 2022 ( Berita Daerah
bo Tahun 2021 Nomor 47);
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Drenpgan kesepanlatnn Herantmn
HADAN PISRMUSYAWARATAN DISSA GUNTURMADU
tla
I IGPALA DIESA CLINTURMATLL

MIEMUTFTUBICAN

Menetap o L PIRATURAN - DIBSA  TIENTANCG  ANGOGARAN
PIENDAPATAN AN [3ISLANI A DIESA
CGUNTURMADU TAHUN ANGOGARAN 2022

Pasnl |
Anpparan Pendapaton dan Delan)n Desa Tahun Anggaran 2022
denpgan perincian sebopgal beriloant

[ Pandapatan Dewn Rp 1,649,164,000,-
A0 Delan)an Doesn K 1,665,067,248,-
Hurplun/ Deliail < 15,893,248,

A Pembiayann Desn

o Penertinaan Pembiayien [2p 15,803,248,-
b, Penpelunrnn  Pembiayann 2] 0,-
Helinth Pembiayaan (n — b) 21 15,893,248~

Pasnl 2

graran Pendapatan  dan  Belanja Desa
~ dalam  Pasal 1 tercantum  dalam
baglon tak terpisahlkan dari Peraturan

Pasal 3

dilalesnnmalean di tahun anggaran

Pasal 4

| Peraturan  Kepala  Desa  tentang
ndapatan  dan  Belanja Desa  sebagai
nann APBDesa,

Pasal 5
melaksanalan  kegiatan  untuk

darurat, dan mendesale,

ann  dimaksud  pada ayat (1)
anja tdale terduga.
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3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

(4} Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. ddak diharapkan terjadi secara berulang;

¢. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar
biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

Pasal 6
Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa
pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar
objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran

APB Desa dan membe ukannya kepada BPD.

-‘:‘_: 7
pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahui, memerinteahloan pengundangan
Peraturan Desa inf dalam Lembaran Desa Gunturmadu,

Ditetaplan di  Gunturmadu
Tty 31 Desember 2021

ESA GUNTURMADU
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